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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia telah melakukan pelaksanaan otonomi wilayah sejak tahun 1903 dengan 

tujuan untuk penyelenggaraan sistem pemerintah serta pelaksanaan pembangunan 

di seluruh wilayah dengan merata. Sejak ini diberlakukan, otonomi wilayah di 

Indonesia tentu mengalami pasang surut akibat perubahan politik termasuk juga 

adanya kewenangan dari setiap daerah (Sufianto, 2020). Tingkat otonomi wilayah 

berkorelasi positif dengan pendapatan daerah relatif, pangsa penduduk daerah, 

ketersediaan sumber daya alam dan ketidaksetaraan antarpribadi daerah 

(Sambanis dan Milanovic, 2014). Aplikasi otonomi wilayah ini dibutuhkan karena 

daerah tidak bisa terus bergantung dengan pemerintah pusat (Hardiningsih dan 

Oktaviani, 2013). Dewasa ini begitu banyak usulan atau masukan perluasan 

wilayah yang dimaksudkan untuk mempersingkat rentan kendali dan 

mempercepat proses pembangunan.  

 Salah satu sumber pendanaan untuk usulan tersebut adalah Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). PAD bisa dicermati sebagai sebuah kriteria atau indikator 

untuk melihat taraf ketergantungan wilayah kepada pemerintah pusat, sehingga 

jika terjadi peningkatan PAD maka akan meningkat juga taraf kemandirian daerah 

tadi. Selanjutnya, upaya menangani permasalahan dalam sumber pendanaan yang 

berasal dari PAD dapat diatasi dengan cara membuat perencanaan anggaran 

khususnya dari sisi pengeluaran agar pembangunan daerah serta keberhasilan 

perekonomian dapat dicapai. Terdapat beberapa indikator keberhasilan 
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perekonomian yaitu (1) pendapatan per kapita, (2) indikator sosial, (3) indeks 

kualitas hidup, (4) indikator susenas inti dan (5) indeks pembangunan manusia 

(Arsyad, 2010). Indikator ini tentu dapat tercapai dengan bergotong royong antara 

pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. 

 Meningkatkan PAD dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama 

memaksimalkan strategi peningkatan PAD baik itu dari sisi pajak, retribusi 

ataupun lainnya dan yang kedua merealisasikan model strategi peningkatan PAD 

tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait. PAD sangat perlu diperhatikan 

karena jika tidak, bisa saja kebutuhan daerah yang tak seimbang dengan kapasitas 

fiskalnya akan menimbulkan kesenjangan fiskal (Worumi, 2018). Kesenjangan 

fiskal merupakan ketidakseimbangan atau adanya perbedaan antara kapasitas dan 

kebutuhan (Solihin dan Lesatri, 2010). Kesenjangan fiskal dapat diartikan juga 

dengan situasi dimana satu atau lebih pemerintah tidak memiliki kemampuan 

dalam memperoleh pendapatan (revenue) yang cukup untuk mendanai program 

kerjanya, sementara pemerintah lain memiliki pendapatan (revenue) berlebih 

untuk mendanai program kerja tersebut. 

Diberikannya tanggung jawab ke pemerintah daerah setempat dalam 

memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah selaras dengan kemampuan daerahnya, 

demi terciptanya sebuah desentralisasi merupakan tujuan utama dari PAD. Demi 

mencapai tujuan tersebut, tentulah ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi 

PAD yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal dan 

pinjaman daerah. PDRB menjadi salah satu tolak ukur dalam pertumbuhan serta 

perubahan struktur ekonomi daerah. Menurut Juliansyah dan Sulkadria (2018), 
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PDRB akan memberikan dampak baik bagi pertumbuhan PAD. Sebab PDRB 

yang baik merupakan cerminan perekonomian yang juga baik (Nur, 2019). 

Menurut Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), ada 

tiga (3) cara untuk meningkatan PDRB yaitu (1) memperkuat neraca perdagangan, 

(2) memperkuat permintaan masyarakat domestik dan (3) melakukan transformasi 

struktural. 

 Selanjutnya, selaras dengan PDRB terdapat pula faktor lain yang juga 

memiliki pengaruh terhadap PAD yaitu belanja modal. Peningkatan aset daerah 

berupa pembangunan infrastruktur untuk pelayanan publik dapat dialokasikan 

dalam bentuk anggaran belanja modal. Anggaran ini membuat pemerintah bisa 

memungut pajak maupun retribusi di daerahnya sebagai upaya meningkatkan 

PAD (Darwanis dan Saputra, 2014). Sehingga semakin besar belanja modal yang 

dikeluarkan oleh pemerintah di suatu daerah,  maka PAD juga akan semakin baik.  

 Selain PDRB dan belanja modal, pinjaman daerah juga memiliki pengaruh 

terhadap PAD. Pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan 

untuk pemerintah daerah dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di 

daerahnya serta untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Menurut Surya 

(2016),  semakin besar suatu daerah melakukan pinjaman maka PAD daerah 

tersebut akan menurun karena adanya kinerja yang melambat. Oleh sebab itu, 

suatu daerah harus mengkaji potensi daerahnya agar PAD semakin tinggi 

sehingga pemerintah setempat dapat menjamin pengembalian pinjaman daerah 

baik pinjaman jangka pendek, menengah maupun panjang. 



4 
 

 Provinsi Sumatera Selatan masuk ke dalam 10 besar dengan PAD tertinggi 

di Indonesia dan bisa dikatakan cukup berpotensi (BPS, 2021). Potensi tersebut 

dapat dicapai melalui pembentukan BUMD, kemitraan maupun Participating 

Interest (PI). Melansir data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

yang dirangkum dalam Tabel 1.1, PAD Provinsi Sumatera Selatan selalu 

mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Menurut Prabowo (2020) selaku Sekjen 

Kemendagri, peningkatan PAD sebagai salah satu acuan dalam mensukseskan 

program prioritas nasional. Program tersebut terdiri atas ketahanan ekonomi, 

pengembangan daerah, sumber daya terbaik serta berdaya saing, mental 

revolusioner dan pengembangan kebudayaan, penguatan infrastuktur, 

pembangunan lingkungan hayati dan yang terakhir merupakan stabilitas politik 

aturan serta transformasi publik.  

Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2021 
di Provinsi Sumatera Selatan dalam Miliar Rupiah 

Tahun PAD Perkembangan 

2007 925.03 2.73 

2008 964.68 39.65 

2009 1,171.64 206.97 

2010 1,994.16 822.52 

2011 1,849.12 -145.04 

2012 2,001.71 152.59 

2013 2,021.70 19.98 

2014 2,422.67 400.98 

2015 2,534.53 111.85 

2016 2,546.18 11.65 

2017 3,031.63 485.46 

2018 3,528.01 496.38 

2019 3,494.51 -33.50 

2020 3,375.10 -119.41 

2021 3,865.46 490.36 

Sumber : DJPK Kemenkeu, 2021 data diolah 
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Berdasarkan Tabel 1.1, PAD tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan 

kenaikan sebesar 822,52 miliar rupiah yang dikarenakan adanya bantuan dana dari 

pemerintah pusat serta sumber-sumber penerimaan PAD yaitu retribusi daerah, 

lain-lain PAD yang sah, pajak daerah dan pendapatan dari pengembalian juga ikut 

meningkat.  Nilai tersebut meningkat sekitar 0,04 persen dari yang ditargetkan, 

selanjutnya pada tahun 2010 juga pembangunan di Sumatera Selatan cukup sukses 

dengan jumlah proyek yang dibiayai sebanyak 2.073 proyek. Keseluruhan 

anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut adalah Rp 2.121.336,23 juta 

(BPS, 2021). Sedangkan terjadi penurunan PAD pada tahun berikutnya yaitu 2011 

sebesar -145,04 miliar rupiah, disebabkan sumber-sumber penerimaan PAD 

khususnya pajak menurun selain itu pada tahun 2020 juga terjadi penurunan 

sebesar 119,41 persen dikarenakan tidak sepenuhnya dana APBD terserap 

sempurna sehingga adanya kesenjangan antara yang dilaporkan dengan realisasi 

(BPS, 2021).  

Meskipun secara keseluruhan PAD Provinsi Sumatera Selatan mengalami 

peningkatan serta penerimaan pajak dan retribusi daerah juga bisa menunjang 

PAD di Provinsi Sumatera Selatan, namun pemerintah tetap memutuskan untuk 

melakukan pinjaman daerah dengan alasan semakin bertambahnya pengeluaran 

yang dilakukan pemerintah sehingga membuat keadaan cukup tidak terkontrol. 

Pinjaman daerah diartikan sebagai sumber alternatif dana APBD yang digunakan 

untuk menutupi kekurangan APBD, biaya pengeluaran dan/atau tidak cukupnya 

kas daerah. Suatu daerah dengan perekonomian yang cukup berkembang 
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membuat tingginya permintaan masyarakat akan barang maupun jasa, kondisi ini 

menuntut pemerintah setempat untuk meningkatkan pelayanan publik. 

 Tingginya permintaan barang dan jasa tadi akan ditutupi pemerintah 

dengan cara melakukan pinjaman (Oktaviani, 2018). Provinsi Sumatera Selatan 

saat ini harus menghadapi keterbatasan APDB, sehingga pemerintah akhirnya 

mengajukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Daerah Nasional atau yang 

selanjutnya disingkat dengan PEN senilai Rp 1,49 triliun (Wulandari, 2021). 

Pinjaman PEN ini diharapkan dapat menstabilkan perekonomian khususnya di 

masa-masa yang terdesak serta dapat digunakan pula untuk pembangunan 

infrasturktur di beberapa daerah. Selain mengajukan pinjaman PEN, ada beberapa 

daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang mengajukan serta meminjam dana dari 

luar negeri. 

 Berdasarkan data Perwakilan Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi 

Sumatera Selatan (DJPb), ada tiga daerah yang melakukan pinjaman ke luar 

negeri yaitu Kota Palembang sebesar Rp 64,93 miliar, Kabupaten Muara Enim 

sebesar Rp 97,14 miliar dan Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp 263 miliar yang 

saat ini Kota Palembang dan Kabupaten Musi Rawas sedang dalam masa 

pelunasan sedangkan Kabupaten Muara Enim masih berlanjut dengan tempo 

enam bulan sekali. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, peran pinjaman daerah 

ialah untuk menyerahkan unsur pembiayaan untuk pemerintah daerah agar 

perekonomian daerah tumbuh, berjalan cepat dan lancar serta juga untuk 

peningkatan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan. 
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Selain peran tersebut, terlihat juga beberapa aspek penting yang berkaitan 

dengan kebijaksanaan pinjaman daerah yaitu : (1) meningkatkan perekonomian 

serta pembangunan daerah yang bersifat pelayanan public dan pemulihan biaya 

(cost recovery) (2) peningkatan potensi daerah dalam menggali potensi untuk 

pendapatan daerah sendiri yang selanjutnya dapat menaikkan potensi dalam 

membayar pinjaman daerahnya dan (3) memilih proyek-proyek yang dapat 

menghasilkan keuntungan (recovery investment) baik secara langsung maupun 

tidak langsung (Indrayenti, dkk, 2011). 

 Pada Tabel 1.2 menunjukkan data penerimaan pinjaman daerah pada tahun 

2010-2020 di Sumatera Selatan yang mengalami peningkatan cukup signifikan. 

Peningkatan pinjaman daerah ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap PAD di 

Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Oktaviani (2018), pertumbuhan ekonomi 

yang baik di suatu wilayah akan mempengaruhi pinjaman daerah. Maka dapat 

disimpulkan bahwa antara pinjaman daerah dan PAD saling mempengaruhi satu 

sama lain, semakin tinggi suatu daerah melakukan pinjaman maka akan semakin 

rendah PADnya yang disebabkan untuk membayar atau menjamin pinjaman 

tersebut begitupun kebalikannya.  
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Tabel 1.2 Perkembangan Pinjaman Daerah (PD) Tahun 2007-2021 di 
Provinsi Sumatera Selatan dalam Miliar Rupiah 

Tahun PD Perkembangan 
2007                      2,022.10   146.60  
2008                      3,721.20   1,699.10  
2009                      2,236.50   -1,484.70 
2010                      2,500.00   263.50  
2011                      3,534.06   1,034.06  
2012                      2,289.75   -1,244.31 
2013                      2,525.96   236.21  
2014                      2,467.92   -58.04 
2015                      9,624.51   7,156.59  
2016                      5,950.00   -3,674.51 
2017                      5,350.00   -600.00 
2018                      3,214.84   -2,135.16 
2019                      5,152.31   1,937.47  
2020                      5,977.72   825.41  
2021                      3,948.53   -2,029.19 

Sumber : DJPK Kemenkeu, 2021 data diolah 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat penurunan pinjaman daerah terjadi 

pada tahun 2016 sebesar  -3,674.51 miliar rupiah yang diakibatkan terjadinya 

kekurangan dana sehingga pemerintah melakukan pinjaman (DJPK, 2021). Jika 

dilakukan perbandingan dengan penerimaan PAD pada tahun serupa, ternyata 

begitu besar pengaruh pinjaman daerah terhadap PAD. Sedangkan kenaikan 

pinjaman daerah tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 7,156.59 miliar rupiah 

yang diakibatkan terjadinya penurunan APBD, kenaikan ini juga memberikan 

pengaruh cukup besar yang dibuktikan dengan data pada APBD yaitu 

menurunnya beberapa pajak dengan sumbangan terbesar terhadap PAD serta 

meningkatnya pengeluaran pemerintah di tahun tersebut. Pinjaman atau utang 

yang terlalu besar ini tentu tidak baik untuk perekonomian. Menurut Reinhart dan 

Rogoff (2010), utang akan mengurangi atau menurunkan pertumbuhan ekonomi. 
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Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Izzah (2012) memaparkan hasil 

penelitiannya dimana PAD mempengaruhi pinjaman daerah yang dalam hal ini 

pemerintah daerah hanya mempertimbangkan faktor keuangan saja dalam 

mengambil kebijakan pinjaman daerah sedangkan faktor makro ekonomi tidak 

dipertimbangan dalam melakukan pinjaman daerah dengan alasan faktor makro 

ekonomi tidak berpengaruh secara langsung pada anggaran pemerintah daerah. 

Mampu atau tidaknya suatu daerah dalam membayar pinjaman daerah ialah hal 

inti yang wajib menjadi perhatian. Selain PAD, ada juga indikator yang 

mempengaruhi pinjaman daerah yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

surplus/defisit anggaran. Menurut Harnasari (2012) DAU berpengaruh terhadap 

pinjaman daerah, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DAU akan diiringi 

dengan peningkatan pinjaman daerah. 

Selanjutnya ialah surplus/defisit anggaran. Surplus/defisit anggaran  

merupakan selisih antara penerimaan dengan pengeluaran pemerintah. Menurut 

penelitian Balaguer (2013), budget atau surplus/defisit anggaran merupakan 

variabel yang mempengaruhi utang daerah. Pernyataan ini dapat diartikan jika 

penerimaan pemerintah lebih kecil dibanding dengan pengeluaran pemerintah, 

maka akan terjadi defisit yang akan mendorong pemerintah setempat untuk 

melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif penyeimbangan neraca 

keuangannya. Sehingga semakin besar defisit suatu daerah, maka akan semakin 

besar juga pinjaman daerah. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu berupaya dalam 

meningkatkan perekonomian daerahnya meskipun sempat mengalami resesi di 
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tahun tertentu. Pada 2020, PAD dan belanja pemerintah daerah mengalami tren 

perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlambatan inilah yang 

membuat pemerintah setempat melakukan pinjaman daerah. Meskipun pinjaman 

daerah dijadikan alternatif pembiayaan, namun ternyata hal ini justru membuat 

inflasi Sumatera Selatan meningkat. Berdasarkan laman Bank Indonesia, 

peningkatan ini terjadi karena permintaan masyarakat yang ikut meningkat. 

Pernyataan ini diperkuat dengan alasan pemerintah melakukan pinjaman ialah 

untuk infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air juga pariwisata. Sehingga 

memicu pertanyaan tentang peran pinjaman daerah terhadap PAD. 

Sejatinya, melakukan pinjaman daerah tidak sepenuhnya salah asalkan 

daerah tersebut mampu untuk menyeimbangkan antara pengeluaran yang wajib 

dilakukan dengan pengeluaran yang mungkin saja bisa ditunda terlebih dahulu. 

Selain itu, pentingnya perhatian lebih terhadap kaitan  antara pinjaman daerah dan 

PAD di Sumatera Selatan agar perekonomian daerah semakin membaik sehingga 

tidak perlu lagi melakukan pinjaman. Sebab jika alasan utama melakukan 

pinjaman adalah untuk menopang APBD, maka sewajibnya pemerintah harus 

melakukan pemetaan untuk mengukur fleksibilitas yang diwenangi oleh 

pemerintah daerah dalam pengalokasian APBD demi mendanai kegiatan yang 

dijadikan prioritas di daerahnya atau lebih dikenal dengan sebutan ruang fiskal 

(fiscal space). Berdasarkan penjelasan, data dan fakta yang sudah dijabarkan di 

atas, ternyata perlu dilakukan pengkajian serta penelitian lebih lanjut mengenai 

hubungan antara Pinjaman Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Sumatera Selatan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bertumpu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

yang tepat ialah: 

1. Bagaimana hubungan antara pinjaman daerah dan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Sumatera Selatan ? 

2. Bagaimana hubungan antara DAU dan surplus/defisit anggaran terhadap 

pinjaman daerah Sumatera Selatan ? 

3. Bagaimana hubungan antara PDRB dan belanja modal terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ialah : 

1. Untuk menganalisis hubungan antara pinjaman daerah dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Sumatera Selatan. 

2. Untuk menganalisis hubungan antara DAU dan surplus/defisit anggaran 

terhadap pinjaman daerah Sumatera Selatan. 

3. Untuk menganalisis hubungan antara PDRB dan belanja modal terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi penulis 

sendiri yaitu berupa pengalaman, berupa gambaran jika ingin melakukan 

penelitian serupa dan dapat memberikan pandangan bagi Pemerintah Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan dalam membuat kebijakan utnuk perekonomian yang 

lebih baik. 
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1. 4. 1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam 

perluasan ilmu Ekonomi Keuangan Daerah khususnya yang berkaitan 

langsung dengan Penerimaan Pinjaman daerah dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan. 

 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian bagi penulis 

selanjutnya. 

 Penulis juga mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi dalam memahami bagaimana pengaruh pinjaman daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan. 

1. 4. 2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan sedikit gambaran dan bukti 

bahwa terjadi hubungan simultan antara pinjaman daerah dan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan. 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mencari serta memahami bagaimana pengalokasian penerimaan daerah di 

Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat. 
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